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Abstract
This study aims to determine the effect of governor selected as result elections to
regional economic performance and see comparison economic performance of political
parties within the scope of regional (province) toward economic performance of political
parties within the scope of national in entire of Indonesia.
The analytical method used in this research were quantitative method with a
comparative analysis of average with statistical inference be paired sample t-test and
economic performance index. Variables used in this research were economic growth,
inflation, unemployment rate, unemployment, poverty, poverty level, inequality, regional
head and dominance political parties in a province. Population of study includes 33
provinces in Indonesia from 2010-2014.
The results of this study are : 1) there is no difference in the performance of regional
head incumbent and non-incumbent from perspective of economic performance and 2)
performance of political parties at the provincial level from 2010-2014 has not been
satisfactory in building a welfare society in the field of economy through policy making.
Keyword  : Regional Head Incumbent, Regional Head Non-Incumbent, Political
Parties, Economic Performance Index, Paired Sample T-Test
JEL Classification: O18, P47
1. PENDAHULUAN
Sektor ekonomi makro merupa-
kan salah satu sektor yang sangat pen-
ting untuk mengetahui perkembangan
atau kemajuan suatu negara baik nega-
ra maju atau negara berkembang se-
perti Indonesia. Terdapat beberapa in-
dikator ekonomi untuk menilai kinerja
perekonomian suatu wilayah seperti
kurs, inflasi, pertumbuhan ekonomi,
kemiskinan dan lain-lain. Pemerintah
mengutarakan bahwa proritas ekonomi
tahun 2016 antara lain pertumbuhan
ekonomi, inflasi, penyerapan tenaga
kerja, kesenjangan pendapatan dan
pemberantasan kemiskinan.
Indonesia adalah salah satu ne-
gara yang menganut sistem perekono-
mian yang mengizinkan adanya peran
pemerintah untuk mengatur dan me-
ngendalikan kondisi perekonomian se-
hingga pemerintah di Indonesia mem-
punyai kuasa untuk mengatur pereko-
nomian negara secara umum. Menurut
Samuelson dan Nordhaus (2001) me-
maparkan tentang tiga fungsi peme-
rintah dalam sebuah ekonomi pasar,
yaitu : 1) meningkatkan efisiensi de-
ngan menciptakan persaingan, me-
ngendalikan eksternalitas seperti polu-
si dan menyediakan barang-barang pu-
blik, 2) memajukan keadilan dengan
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menggunakan pajak dan program-pro-
gram pengeluarannya untuk mendistri-
busikan kembali pendapatan pemerin-
tah kepada kelompok-kelompok khu-
sus dan 3) membantu stabilitas dan
pertumbuhan makroekonomi seperti
mengurangi pengangguran dan inflasi
serta mendorong pertumbuhan ekono-
mi melalui kebijakan fiskal dan regu-
lasi moneter.
Peran pemerintah tersebut diwu-
judkan dengan membuat suatu pera-
turan atau program untuk mengatur
pola perekonomian yang diharapkan.
Peran pemerintah tersebut sebagai aki-
bat dari keberadaan pemerintah seba-
gai representasi dari perwujudan keku-
asaan yang terdapat di suatu wilayah.
Pembagian kekuasaan di Indonesia
menganut sistem trias politika yaitu
eksekutif, legislatif dan yudikatif yang
ketiganya berperan dalam mengatur
dan mengendalikan. Undang-Undang
Dasar 1945 menjelaskan tentang pem-
bagian kekuasaan (distribution of po-
wer) antara lembaga-lembaga negara
di Indonesia. Pembagian kekuasaan
tersebut bukan bermaksud untuk
membuat pemerintahan menjadi kaku
dan tajam namun lebih bermaksud un-
tuk menjalin koordinasi antara lem-
baga satu dengan lembaga lain. Kare-
na fungsi koordinasi tersebut, masing-
masing lembaga tersebut mempunyai
fungsi yang berbeda-beda.
Keberadaan ketiga lembaga ter-
sebut tidak akan lepas dari istilah par-
tai politik karena dari ketiga lembaga
tersebut, dua lembaga yaitu lembaga
legislatif dan eksekutif berasal dari ka-
der partai politik walaupun tidak me-
nutup kemungkinan lembaga yudikatif
juga berasal dari partai politik. Lem-
baga legislatif dan eksekutif mempu-
nyai kewenangan dalam membuat re-
gulasi-regulasi terutama dalam bidang
ekonomi juga menuntut adanya stabi-
litas politik sehingga partai politik pa-
da masa reformasi menjadi subyek
yang mampu mempengaruhi iklim po-
litik itu sendiri.
Partai politik memainkan peran
khusus yang tak dapat digantikan oleh
organisasi lainnya. Peran penting ini
mendudukan partai politik di posisi
pusat. Meyer (2012) mengutarakan
posisi pusat tersebut memiliki dua di-
mensi tersebut. Antara lain : 1) setelah
berhasil mengagregasikan berbagai
kepentingan dan nilai yang ada dalam
masyarakat, partai politik kemudian
mentransformasikan menjadi sebuah
agenda yang dapat dijadikan platform
tersebut mampu menarik banyak suara
dari rakyat sehingga partai politik a-
kan mendapatkan banyak kursi di par-
lemen sehingga partai politik akan
mendapatkan banyak kursi di parle-
men. Selanjutnya partai politik harus
mempengaruhi proses politik dalam
legislatif dan implementasinya pro-
gram kebijakan publik itu dan 2) par-
tai politik adalah satu-satunya pihak
yang dapat menerjemahkan kepenti-
ngan dan nilai masyarakat ke dalam
legislasi dan kebijakan publik yang
mengikat. Hal ini dapat mereka laku-
kan setelah mereka mendapatkan posi-
si yang kuat dalam parlemen daerah
maupun nasional.
Peran partai politik semakin kru-
sial ketika era reformasi (tahun 1998-
sekarang) datang. Era Reformasi telah
membuat perubahan dalam penanga-
nan suatu daerah yaitu dengan diada-
kannya kebijakan desentralisasi daerah
sehingga membuat peran eksekutif da-
erah dan legislatif daerah menjadi sa-
ngat penting. Desentralisasi merujuk
pada reorganisasi wewenang sehingga
terdapat sistem tanggung jawab ber-
sama antara pemerintah pusat dan da-
erah sehingga dapat meningkatkan
keefektifan sistem pemerintahanan,
peningkatan wewenang dan kapasitas
daerah (UNDP dalam Noor, 2012).
Pada dasarnya, desentralisasi menca-
kup aktivitas ekonomi, politik, pembu-
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atan keputusan dan seterusnya. Ekse-
kutif dan legislatif harus memiliki ke-
kompakan untuk tujuan bersama da-
lam membangun daerah masing-ma-
sing sesuai dengan tujuan desentra-
lisasi yang mengharapkan terciptanya
good governance yang sesuai dengan
Undang-Undang No 23 Tahun 2014
yang menjelaskan bahwa penyeleng-
garaan pemerintahan daerah mempu-
nyai tujuan mempercepat kesejahtera-
an masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran
serta masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperha-
tikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, dan kekhasan suatu daerah.
Dengan pentingnya peran ekse-
kutif dan legislatif semenjak adanya
desentralisasi, tentu saja partai politik
lebih tergerak untuk menguasai daerah
dengan mengutus kader terbaiknya
maju dalam pemilihan umum baik un-
tuk memperebutkan tempat di lemba-
ga eksekutif berupa gubernur atau bu-
pati/walikota dan lembaga legislatif
berupa kursi DPRD.
Namun sebagai salah satu nega-
ra berkembang, Indonesia masih
menghadapi masalah strukutur politik
dan unsur kepentingan yang bersifat
sepihak yang dapat mengganggu kebi-
jakan dan strategi ekonomi untuk rak-
yat. Dengan faktor tersebut, kepala pe-
merintahan dan anggota dewan perwa-
kilan rakyat berpotensi membuat kebi-
jakan atau undang-undang yang dapat
menimbulkan kontroversi. Seorang
kepala daerah tidak mengkehendaki
pembuatan kebijakan yang sekiranya
merugikan partai politik pengusung-
nya namun sebenarnya itu baik bagi
masyarakat terutama bagi sisi ekono-
mi. Demikian juga dengan legislator
tidak akan berkehendak untuk mem-
buat undang-undang atau peraturan
daerah yang sekiranya tidak mengun-
tungkan partai politiknya namun se-
benarnya itu baik bagi masyarakat.
Dari kenyataan tersebut, dapat dika-
takan setiap perubahan ekonomi dari
negara berkembang selalu memerlu-
kan dukungan dari kelompok-kelom-
pok elit, baik melalui persuasif dan
paksaan.
Dengan demikian secara lang-
sung maupun tidak langsung relasi
antar kepala daerah, DPRD dan ma-
syarakat terutama sejak diadakannya
pemilihan umum secara langsung se-
jak tahun 2004 semakin dekat. Masya-
rakat telah memberikan hak pilihnya
dan sebagai timbal balik, masyarakat
harus menerima dampak dari terpilih-
nya kepala daerah dan anggota legis-
latif yaitu salah satunya adalah kese-
jahteraan ekonomi.
Untuk mengetahui ukuran ke-
berhasilan kader partai politik dalam
membangun wilayahnya, perlu adanya
pengukuran kinerja partai politik di bi-
dang ekonomi baik dari sisi kepala
daerah maupun anggota DPRD Pro-
vinsi. Dengan latar belakang tersebut,
maka penulis tertarik untuk memuat
tulisan yang berjudul “Partai Politik,
Kepala Daerah Dan Performa
Ekonomi Regional (Studi Kasus
Provinsi di Indonesia Tahun 2010-
2014)”. Dari uraian latar belakang, pe-
nulis berniat mengangkat dua perma-
salahan. Yaitu 1) bagaimana fenomena
pergantian kepala daerah terhadap per-
forma ekonomi daerah? 2) bagaimana
dinamika partai politik terhadap per-
forma ekonomi daerah?
Untuk menjawab pertanyaan di
atas, maka tujuan penelitian ini adalah
1) untuk mengetahui implikasi pergan-
tian kepala daerah terhadap performa
ekonomi regional. 2) untuk menge-
tahui implikasi dinamika partai politik
terhadap performa ekonomi daerah.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Politik dan Kekuasaan
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Isjwara (1995) mengutarakan
bahwa politik ialah salah satu perju-
angan untuk memperoleh kekuasaan
atau sebagai teknik menjalankan keku-
asaan-kekuasaan. Menurut Weber (da-
lam Soekanto, 1982), kekuasaan ada-
lah kemampuan untuk, dalam suatu
hubungan sosial, melaksanakan kema-
uan sendiri sekalipun mengalami per-
lawanan, dan apapun dasar kemam-
puan ini. Max Weber  mengartikan
kekuasaan sebagai sebuah kemampuan
untuk membuat orang lain berke-
hendak menerima dan melakukan apa
yang menjadi kemauan kita walau
mungkin hal tersebut tidak disetujui,
bahkan ditentang. Sementara itu Budi-
ardjo (2008) mengutarakan bahwa ke-
kuasaan adalah kemampuan seseorang
atau suatu kelompok untuk mempe-
ngaruhi perilaku seseorang atau ke-
lompok lain, sesuai dengan keinginan
para pelaku. Sedangkan menurut Ru-
sse (dalam Basari, 2003)  mengatakan
bahwa kekuasaan dapat didefenisikan
sebagai hasil pengaruh yang diingin-
kan, sehingga kesimpulan kekuasaan
itu sebagai suatu konsep kuantitatif.
Setiap bentuk kekuasaan itu akan ada
yang lebih mendominasi, walau mung-
kin tak dapat dikatakan bahwa salah
satu dari yang berkompetisi lebih ber-
kuasa, namun secara penglihatan dasar
akan ada salah satu memiliki kekuasa-
an yang lebih banyak.
Dari beberapa pengertian kekua-
saan di atas, dapat disimpulkan bahwa
kekuasaaan merupakan suatu alat un-
tuk mempengaruhi orang atau kelom-
pok lain sehingga orang atau kelom-
pok lain patuh terhadap kebijakan
yang dibuat oleh pihak penguasa de-
ngan cara berusaha mendominasi ke-
kuasaan di suatu wilayah.
Sehingga menurut Budiardjo
(2008) secara visual, kekuasaan dibagi
menjadi dua cara :
1) Secara vertikal, yaitu pembagian
kekuasaan menurut tingkatnya
dalam hal ini yang dimaksud a-
dalah pembagian kekuasaan an-
tar beberapa tingkat pemerinta-
han. Pembagian kekuasaaan da-
pat dilihat dari adanya negara
kesatuan, negara federal dan
konfederasi bahwa ada pemerin-
tahan pusat dan daerah di negara
kesatuan atau pemerintah federal
dan negara bagian di negara fe-
deral.
2) Secara horizontal, yaitu pemba-
gian kekuasaan menurut fungsi-
nya secara horizontal. Pembagi-
an ini menunjukkan pembedaan
antara fungsi pemerintah yang
bersifat legislatif, eksekutif dan
yudikatif yang lebih dikenal tri-
as politika.
Partai Politik
Kekuasaan dalam negara Indo-
nesia dibagi menjadi tiga. Yaitu lem-
baga eksekutif yang ditempati oleh
presiden untuk cangkupan nasional
dan gubernur dan bupati/walikota un-
tuk cangkupan daerah, legislatif yaitu
DPR untuk cangkupan nasional dan
DPRD untuk cangkupan daerah dan
lembaga yudikatif.
Kedua dari ketiga lembaga ter-
sebut (eksekutif dan legislatif) di Indo-
nesia diduduki oleh kader yang berasal
dari partai politik sesuai dengan hasil
pemilihan umum yang diselengga-
rakan oleh Komisi Pemilihan Umum
(KPU) pada jangka waktu tertentu.
Budiardjo (2008) menyampai-
kan bahwa partai politik adalah suatu
kelompok terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, ni-
lai-nilai dan cita-cita yang sama. Tu-
juan kelompok ini ialah untuk mem-
peroleh kekuasaan politik dan merebut
kedudukan politik dengan tujuan kon-
stitusional untuk melaksanakan pro-
gramnya. Max Weber (dalam Fir-
manzah, 2008) menyampaikan bahwa
tujuan utama keberadaan partai politik
untuk membawa pemimpinnya berku-
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asa dan memungkinkan para pendu-
kungnya mendapatkan keuntungan da-
ri dukungan tersebut.
Empat karakteristik dasar partai
politik menurut La Palombara dan
Weiner (dalam Firmanzah, 2008),
yaitu : 1) organisasi jangka panjang, 2)
struktur organisasi yang didukung dari
tingkat lokal sampai nasional, 3) ber-
tujuan untuk mendapatkan kekuasaan
dan mempertahankannya dan 4) men-
dapatkan dukungan publik yang luas.
Sedangkan fungsi dasar dari se-
buah partai politik adalah untuk meng-
angregasikan kepentingan masyarakat,
mengarahkan pada kepentingan ber-
sama dan merancangnya dalam sebuah
legislasi dan kebijakan, sehingga men-
jadi sebuah agenda yang bisa menda-
patkan dukungan rakyat saat pemi-
lihan umum (Meyer, 2012). Sedang-
kan dalam mengintepretasikan fungsi
partai politik, Budiardjo (2008) mem-
baginya menjadi tiga  :
1) Sebagai sarana sosialisasi politik
2) Sebagai sarana rekrutmen politik
3) Sebagai sarana pengatur konflik
Kepala Daerah
Salah satu fungsi dari partai po-
litik adalah sebagai rekruitmen politik
untuk menyeleksi orang baik untuk
internal partai politik dan kepemim-
pinan nasional dan daerah. Partai po-
litik di dalam pemilihan kepala daerah
digunakan sebagai sarana untuk me-
menangkan calon kepala daerah.
Dalam pencalonan kepala dae-
rah, peserta pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah adalah pa-
sangan oleh partai politik atau gabu-
ngan partai politik yang memenuhi
persyaratan yaitu memiliki perolehan
kursi DPRD sebanyak 15 % dari jum-
lah kursi DPRD (Pemilihan Kepala
Daerah, 2011).
Pengertian kepala daerah adalah
orang yang diberikan tugas oleh pe-
merintah pusat untuk menjalankan pe-
merintahan di daerah yang dipilih da-
lam pemilihan umum. Kedudukan ke-
pala daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) sama ting-
ginya. Contohnya : gubernur, bupati,
walikota.
Tugas kepala daerah antara lain :
1) Menyelenggarakan pemerintahan
di daerah kewenangannya
2) Membuat peraturan daerah
3) Membuat dan menetapkan APBD
4) Pemberian keterangan pertang-
gungjawaban kepada DPRD seku-
rang-kurangnya sekali setahun a-
gar DPRD dapat selalu mengikuti
dan mengawasi jalannya pemerin-
tahan daerah.
Pengukuran Kinerja
Tujuan dari kebijakan fiskal dan
kebijakan publik adalah untuk meng-
galakan pergerakan pembangunan e-
konomi suatu daerah seperti pertum-
buhan eonomi, inflasi, pengangguran,
kemiskinan dan tingkat ketimpangan.
Mengingat Indonesia merupakan salah
satu negara yang membenarkan cam-
pur tangan pemerintah dalam pena-
nganan masalah ekonomi, maka harus
ada hasil yang dicapai dalam ber-
jalannya suatu organisasi yang dalam
hal ini adalah pemerintah dalam men-
jalankan suatu proses keberlangsungan
organisasi.
Dengan adanya fungsi dari ke-
bijakan fiskal dan kebijakan publik se-
bagai akibat dari kebijakan peme-
rintah, maka secara otomatis bahwa
secara garis besar hasil ahkir yang di-
harapkan dari kebijakan fiskal terdapat
pada fungsi tersebut dapat disebut pe-
ngukuran kinerja.
Deddy dan Ayuningtyas (2010)
mendefinisikan pengukuran kinerja
adalah suatu instrumen yang digu-
nakan untuk menilai hasil ahkir pe-
laksanaan suatu kegiatan terhadap tar-
get dan tujuan kegiatan yang telah
ditetapkan sebelumnya. Secara umum,
pengukuran kinerja menunujukkan ha-
sil dari implementasi dari sebuah ke-
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giatan/ kebijakan, tetapi pengukuran
kinerja tidak menganalisis alasan hal
ini dapat terjadi atau mengidentifikasi
perubahan yang perlu dilakukan ter-
hadap tujuan kegiatan atau kebijakan.
3. METODE PENELITIAN
Ruang Lingkup Penelitian
Penelitian ini merupakan kajian
tentang evaluasi kinerja indikator-in-
dikator ekonomi makro yang telah di-
capai oleh suatu partai politik sebagai
penyedia kader-kader dalam lingkup
eksekutif dan legislatif dalam cakupan
regional (provinsi) dan mengetahui
bagaimana pengaruh pergantian kepa-
la daerah (gubernur) terhadap in-
dikator-indikator ekonomi makro di
provinsi se-Indonesia tahun 2010-
2014. Daerah yang menjadi obyek
penelitian adalah 33 provinsi yang be-
rada di Indonesia dan periode yang di-
gunakan dalam penelitian ini adalah
lima tahun, yaitu dari tahun 2010-
2014. Tahun 2010-2014 dipilih karena
tahun tersebut dapat dijadikan pengu-
kuran kinerja dalam perspektif eko-
nomi dari partai politik tingkat re-
gional (provinsi) hasil dari pemilu le-
gislatif tahun 2009 dan dalam jangka
waktu tersebut masing-masing pro-
vinsi di Indonesia mengalami satu pe-
milihan umum kepala daerah (guber-
nur) kecuali Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta.
Jenis dan Sumber Data
1) Data Primer
Yaitu data yang langsung
diperoleh peneliti pada objek pe-
nelitian. Data ini diperoleh dari
informan yang mengerti dalam
masalah ekonomi regional yaitu
36 mahasiswa Ekonomi Pemba-
ngunan yang pernah mengikuti
kuliah Ekonomi Regional dan
Perencanaan Pembangunan. Ju-
mlah 36 mahasiwa berdasarkan
proporsi dari tabel-isaac dan
michael adalah taraf signifikansi
5% dari jumlah populasi yang
berjumlah 40 mahasiswa. Se-
dangkan teknik sampling yang
digunakan adalah simple ran-
dom sampling yang berarti sam-
pel yang diambil secara acak
tanpa memperhatikan tingkatan
yang ada dalam populasi. Data i-
ni meliputi jawaban atas per-
tanyaan yang berkaitan dengan
tingkat skala prioritas dalam
menilai variabel ekonomi (per-
tumbuhan ekonomi, inflasi, ke-
miskinan, pengangguran dan
tingkat ketimpangan) dengan
teknik pembuatan ranking atau
disebut card sorting.
Tujuan dari mendapatkan
data ini untuk mengetahui bobot
yang diperoleh dari masing-ma-
sing variabel ekonomi dengan
menggunakan perhitungan im-
portance weighting factor. Per-
hitungan bobot tersebut diguna-
kan karena adanya perbedaan
kualitas antara penurunan ketim-
pangan, penurunan kemiskinan,
penurunan pengangguran, penu-





data yang berasal dari data yang
terbitkan oleh suatu instansi ter-
tentu dan peneliti tidak berperan
aktif dalam pengumpulan data
tersebut. Data sekunder tersebut
diperoleh dengan menggunakan
data yang diperoleh dari catatan-
catatan yang berhubungan de-
ngan penelitian, selain itu pe-
neliti juga menggunakan data
yang diperoleh dari internet.
Data yang dianalisis
dalam penelitian ini adalah data
kinerja kepala daerah petahana
dan non petahana dalam sektor
ekonomi 33 provinsi di Indo-
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nesia tahun 2010 sampai dengan
2014 yang dipublikasikan oleh
Badan Pusat Statistik, Komisi
Pemilihan Umum dan sumber
pemberitaan online. Sedangkan
data lain yang akan dianalisis
adalah data mengenai kinerja
ekonomi kader partai politik 33
provinsi di Indonesia pada tahun
penelitian yaitu tahun 2010
sampai dengan 2014 yang





dalah persentase kenaikan jum-
lah PDRB harga konstan dari ta-
hun sekarang dengan jumlah P-
DRB harga konstan dari tahun
sebelumnya. Satuan yang digu-
nakan dalam variabel pertumbu-




harga barang dan jasa secara u-
mum dan berkelanjutan. Satuan
yang digunakan dalam variabel
inflasi adalah persen.
3) Tingkat Pengangguran Terbuka
Tingkat pengangguran ter-
buka adalah persentase jumlah
orang yang masuk dalam ang-
katan kerja (15 sampai 64 tahun)
yang sedang mencari pekerjaan
dan belum mendapatkannya da-
lam suatu wilayah. Satuan yang
digunakan dalam variabel ting-




lah orang yang berada dalam ka-
tegori angkatan kerja namun be-
lum mempunyai pekerjaan. Sa-
tuan yang digunakan dalam vari-
abel pengangguran adalah sa-
tuan jumlah/orang.
5) Laju Pengangguran
Laju pengangguran adalah per-
sentase selisih baik kenaikan a-
tau penurunan jumlah pengang-
guran pada tahun tertentu pada
suatu wilayah. Perhitungan laju
pengangguran dihitung dengan
cara mengurangi jumlah peng-
angguran pada tahun tertentu de-
ngan tahun sebelumnya lalu di-
bagi dengan jumlah penganggu-
ran tahun sebelumnya dikali de-
ngan seratus persen sehingga ha-





persentase jumlah orang miskin
yang berarti keadaan dimana ter-
jadi ketidakmampuan untuk me-
menuhi kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian, tempat ber-
lindung, pendidikan, dan kese-
hatan dengan total jumlah pen-
duduk di suatu daerah. Satuan
yang digunakan dalam variabel




orang miskin yang di mana ter-
jadi ketidakmampuan untuk me-
menuhi kebutuhan dasar pokok
seperti makanan, pakaian, dan
kebutuhan pokok lainnya. Data
yang digunakan bersumber dari
Badan Pusat Statistik sedangkan




persentase selisih baik kenaikan
atau penurunan jumlah kemis-
kinan pada tahun tertentu pada
suatu wilayah. Perhitungan laju
kemiskinan dihitung dengan ca-
ra mengurangi jumlah kemiski-
nan pada tahun tertentu dengan
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tahun sebelumnya lalu dibagi
dengan jumlah kemiskinan ta-
hun sebelumnya dikali dengan
seratus persen. Sehingga hasil
dari perhitungan laju kemiskinan
tersebut menggunakan satuan
persen.
9) Indeks Gini/Tingkat Ketimpa-
ngan
Indeks gini adalah salah
satu ukuran umum untuk dis-
tribusi pendapatan atau keka-
yaan yang menunjukkan sebe-
rapa merata pendapatan dan ke-
kayaan di distribusikan di antara
populasi. Indeks gini memiliki
kisaran 0 (nol) sampai 1 (satu).
Nilai 0 menunjukkan distribusi
yang sangat merata yaitu setiap
orang memiliki jumlah pengha-
silan atau kekayaan yang sama
persis. Nilai 1 menunjukkan dis-
tribusi yang timpang sempurna
yaitu satu orang memiliki sega-





adalah persentase selisih baik
kenaikan atau penurunan tingkat
ketimpangan pada tahun tertentu
pada suatu wilayah. Perhitungan
laju tingkat ketimpangan dihi-
tung dengan cara mengurangi
tingkat ketimpangan pada tahun
tertentu dengan tahun sebelum-
nya lalu dibagi dengan tingkat
ketimpangan tahun sebelumnya
dikali dengan seratus persen se-
hingga hasil dari perhitungan
laju tingkat ketimpangan ter-
sebut menggunakan satuan per-
sen.
11) Pergantian Kepala Daerah Dati I
(Gubernur)
Pergantian kepala daerah
dati I (gubernur) adalah suatu
proses politik di mana suatu da-
erah yang mengalami pergantian
kepala daerah tingkat provinsi
yang disebabkan masa jabatan
yang telah habis atau disebabkan
oleh hal lain. Penelitian ini
membagi pergantian kepala da-
erah menjadi dua kategori, yaitu
kepala daerah petahana dan ke-
pala daerah yang baru (non pe-
tahana).
12) Dominasi Partai Politik
Dominasi partai politik a-
dalah besarnya kekuasaan yang
dimiliki suatu partai politik di
suatu wilayah yang dilihat dari
sisi eksekutif dan legislatif de-
ngan melihat sudut pandang ku-
antitatif.
Metode Analisis Data
1) Paired Sample T-Test
Analisis uji beda perban-
dingan rata-rata saling berpasa-
ngan dalam penelitian ini meng-
gunakan alat analisis paired
sample t-test. Terdapat dua lang-
kah dalam menggunakan anali-
sis paired sample t-test yaitu
sebagai berikut :
a. Uji Normalitas
Uji normalitas adalah uji
untuk mengukur apakah da-
ta yang didapatkan memiliki
distribusi normal sehingga
dapat dipakai dalam statistik
parametrik (statistik inferen-




b. Pengujian Analisis Paired
Sample T-Test
Pengujian ini untuk menge-
tahui apakah ada perubahan
secara signifikan antara se-
belum dan setelah terjadi
perlakuan atau kejadian ter-
tentu. Jika nilai signifikansi
pada tabel kurang dari 0,05
dapat diartikan bahwa ter-
JIEP-Vol. 15, No 1 Maret 2015
ISSN (P) 1412-2200   E-ISSN 2548-1851
121
jadi perubahan signifikan
pada variabel tertentu. Se-
baliknya jika nilai signifi-
kansi lebih dari 0,05 maka
tidak terjadi perubahan yang
signifikan pada variabel ter-
tentu.
2) Indeks Performa Ekonomi
Terdapat beberapa tahapan
dalam menghitung indeks per-
forma ekonomi sebagai berikut :
a. Pembuktian Keterikatan A-
ntar Variabel
Dalam membuktikan
bahwa kelima variabel eko-
nomi tersebut tidak ber-
hubungan secara signifikan
satu dengan yang lain de-
ngan analisis korelasi pear-
son. Analisis ini untuk
membuktikan bahwa di an-
tara variabel pertumbuhan
ekonomi, inflasi, laju pe-
ngangguran, laju kemis-
kinan dan laju tingkat ke-
timpangan tidak selalu ber-
korelasi.
b. Menghitung Tingkat Kepen-
tingan Variabel
Setelah dipastikan keli-





bobot pada setiap variabel
untuk menentukkan variabel
mana yang paling penting
daripada variabel yang lain.
Teknik yang digunakan
adalah importance weigh-
ting factors. Menurut Arito-
nang (2005), importance
weighting factors adalah
salah satu tahap analisis da-
lam pengujian costumer sa-
tisfaction index (CPI). Sebe-
lum mencari importance
weighting factors, langkah
pertama yang dilakukan a-
dalah dengan menentukan
mean importance score de-




n : Jumlah responden
Σyi : Total nilai
kepentingan suatu
variabel
Setelah nilai mean im-
portance score ditemukan,
lalu langkah selanjutnya a-
dalah menetukan importa-
nce weighting factors keli-




IWF : Weighting Factors
MIS-I : Rata-rata tingkat
kepentingan suatu
variabel
c. Menghitung Besarnya Do-
minasi Partai Politik di Su-
atu Provinsi
Dominasi partai poli-
tik digunakan untuk menge-
tahui komposisi suatu partai




Partai politik Suatu Pro-






suatu partai politik di le-
gislatif. Sumber data ya-
ng digunakan dalam per-
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hitungan ini adalah jum-
lah kader suatu partai po-
litik di Dewan Perwaki-
lan Rakyat Daerah suatu
provinsi tahun 2009 dan
jumlah total Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah




DoL = x 100%
dimana :
DoL : Dominasi partai
politik di
legislatif














suatu partai politik di ek-
sekutif. Sumber data ya-
ng digunakan dalam per-
hitungan ini adalah partai
politik pendukung atau
pengusung kepala daerah
di suatu provinsi yang
mempunyai masa jabatan
di tahun penelitian yaitu
tahun 2010 sampai de-
ngan 2014 dan jumlah
kader suatu partai politik
di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah suatu pro-




si Pemilihan Umum No
68 Tahun 2009) :
DoE = x 100%
dimana :
DoE : Dominasi partai
politik di
eksekutif















hui besaran dominasi a-
tau peranan partai politik
di suatu provinsi. Sumber
data yang digunakan da-
lam perhitungan ini ada-
lah hasil perhitungan do-
minasi suatu partai poli-
tik di tingkat legislatif
dan eksekutif diatas se-
hingga perhitungan terse-
but dapat dihitung de-
ngan rumus (Undang-
Undang No 32 Tahun 20-




Do : Dominasi partai
politik di suatu
daerah
DoL : Dominasi partai
politik di legislatif
DoE : Dominasi partai
politik di eksekutif
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d. Menghitung Selisih Varia-




juan untuk mengetahui seli-
sih antara besaran variabel
ekonomi suatu provinsi de-
ngan variabel ekonomi nasi-
onal. Sumber data yang di-
gunakan dalam perhitungan
ini adalah pertumbuhan e-
konomi, inflasi, laju kemis-
kinan, laju pengangguran
dan laju tingkat ketimpa-
ngan nasional dan 33 pro-
vinsi di Indonesia tahun 20-
10 sampai dengan 2014
yang dapat dihitung dengan
rumus :
Z = X – Y
Di mana :
Z : Besar selisih antara
variabel ekonomi di
suatu  provinsi dengan
nasional
X : Besar variabel ekonomi
di suatu provinsi
Y : Besar variabel ekonomi
nasional
Perhitungan ini hanya
berlaku bagi variabel eko-
nomi yang mempunyai asu-
msi bahwa semakin besar
variabel ekonomi tersebut a-
kan berdampak ke ekonomi
yang lebih baik. Misalnya
variabel ekonomi pertumbu-
han ekonomi, PDRB per ka-
pita, PDB dan lain-lain. Se-
dangkan asumsi ekonomi
berlaku terbalik dari yang di
atas seperti variabel inflasi,
laju pengangguran, laju ke-
miskinan dan lain-lain, ma-
ka akan menggunakan ru-
mus :
Z = (X – Y). (-1)
Di mana :
Z : Besar selisih antara
variabel ekonomi suatu
provinsi dengan nasional
X : Besar variabel ekonomi
suatu provinsi
Y : Besar variabel ekonomi
nasional
e. Menghitung Indeks Perfor-
ma Ekonomi Suatu Provinsi
(Satu Tahun)
Perhitungan ini bertu-
juan untuk mengetahui per-
forma ekonomi suatu pro-
vinsi dalam jangka waktu
satu tahun. Sumber data
yang digunakan dalam per-
hitungan ini adalah impor-
tance weighting factor atau
bobot yang diperoleh ma-
sing-masing variabel ekono-
mi yaitu pertumbuhan eko-
nomi, inflasi, laju kemiski-
nan, laju pengangguran dan
laju tingkat ketimpangan
nasional dan selisih variabel
ekonomi antara provinsi de-
ngan nasional 33 provinsi di
Indonesia tahun 2010, 2011,
2012, 2013 dan 2014 yang
telah dihitung sebelumnya.
Perhitungan ini dapat dihi-
tung dengan rumus :
Ip = (IWFpe x 100) Zpe + (IWFi
x 100) Zi + (IWFp x 100) Zp +
(IWFk x 100) Zk + (IWFig x 100)
Zeig
Di mana :






IWFi : Importance weighting
factors inflasi
IWFp : Importance weighting
factors laju
pengangguran
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IWFk : Importance weighting
factors laju
kemiskinan
IWFtk : Importance weighting
factors laju
ketimpangan




Zi : Besar selisih antara
inflasi provinsi dan
nasional












f. Menghitung Indeks Perfor-
ma Tiap Partai Politik di
Suatu Provinsi
Perhitungan ini bertu-
juan untuk mengetahui per-
forma ekonomi suatu partai
politik di suatu provinsi da-
lam jangka waktu satu ta-
hun. Sumber data yang di-
gunakan dalam perhitungan
ini adalah dominasi partai
politik yang telah dihitung
dengan indeks performa e-
konomi suatu provinsi yang
juga telah dihitung di atas.
Perhitungan ini dapat dihi-
tung dengan rumus :
IPEPPP = (Do X Ip)/100
Di mana :





Do : Dominasi partai
politik di suatu
provinsi
Ip : Indeks performa
ekonomi suatu
provinsi
g. Menghitung Indeks Perfor-
ma Tiap Partai Politik
Perhitungan ini bertu-
juan untuk mengetahui per-
forma ekonomi suatu partai
politik dalam tahun pene-
litian. Sumber data yang di-
gunakan dalam perhitungan
ini adalah indeks performa
tiap partai politik di suatu
provinsi dan jumlah provin-
si dan jumlah tahun yang
terdapat kader suatu partai
politik. Perhitungan ini da-
pat dihitung dengan rumus :
IPEPPN =
Di mana :
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Gambar 3.1 menun-
jukkan bahwa jika indeks
performa ekonomi suatu
partai politik tingkat pro-
vinsi berada disebelah ka-
nan garis, maka dapat dika-
takan performa ekonomi su-
atu partai politik di tingkat
provinsi berada diatas in-
deks performa ekonomi na-
sional. Hal tersebut menan-
dakan bahwa kinerja partai
politik di tingkat provinsi
pada tahun 2010-2014 su-
dah memuaskan dalam
membangun kesejahteraan
masyarakat di bidang eko-
nomi melalui kebijakan ya-
ng dibuatnya. Sebaliknya ji-
ka indeks performa ekono-
mi suatu partai politik ting-
kat provinsi berada di se-
belah kiri garis, maka dapat
dikatakan performa ekono-
mi suatu partai tingkat pro-
vinsi berada dibawah indeks
performa ekonomi nasional.
Hal tersebut menandakan
bahwa kinerja partai politik
di tingkat provinsi pada ta-
hun 2010-2014 belum me-
muaskan dalam membangun
kesejahteraan masyarakat di
bidang ekonomi melalui ke-
bijakan yang dibuatnya.
4. ANALISIS DATA DAN PEM-
BAHASAN
Hasil Uji Beda
Dari tabel 1 dapat dianalisis bah-
wa ternyata kepala daerah yang baru
terpilih dapat mengurangi tingkat ke-
miskinan pada tahun pertamanya se-
cara signifikan karena nilai signifi-
kansinya kurang dari 0,05. Penga-
laman yang dimiliki kepala daerah pe-
tahana ternyata tidak memberikan per-
bedaan yang besar terhadap kondisi
tingkat kemiskinan suatu daerah di-
bandingkan dengan semangat dari ke-
pala daerah baru yang berhasil mem-
berikan perbedaan yang signifikan ter-
hadap kondisi tingkat kemiskinan su-
atu daerah.
Kemiskinan merupakan salah
satu masalah penting dalam suatu wi-
layah. Oleh karena itu, seseorang yang
ingin mencalonkan menjadi kepala
daerah wajib untuk memasukan pro-
gram kerja kemiskinan sebagai pro-
gram kerja prioritas. Itu dibuktikan de-
ngan 14 kepala daerah yang baru yang
rata-rata menyertakan program pe-
ningkatan sumber daya manusia dan
kesejahteraan masyarakat ke dalam vi-
si misi mereka. Dalam hal ini, hu-
bungan antara peningkatan sumber da-
ya manusia dengan menurunnya ke-
miskinan dapat diartikan sebagai ban-
tuan dari pemerintah bagi orang mis-
kin untuk dapat bersekolah dan men-
dapatkan sarana kesehatan tanpa me-
mikirkan biaya sehingga kualitas sum-
ber daya manusia meningkat dengan
adanya jaminan untuk sekolah sampai
setinggi mungkin dan mendapatkan ja-
minan untuk dapat hidup secara sehat.
Setelah dipastikan terpilih menjadi ke-
pala daerah, semangat untuk menja-
lankan programnya masih tinggi ka-
rena masih termotivasi untuk melak-
sanakan janji yang telah diucapkan sa-
at program kampanye. Sehingga da-
lam tabel terlihat bahwa tingkat ke-
miskinan mengalami penurunan yang
signifikan saat dipimpin kepala daerah
yang baru atau non petahana. Dengan
pernyataan tersebut, keberhasilan ke-
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pala daerah non petahana dalam me-
ngatasi kemiskinan menunjukkan bah-
wa keberhasilan tersebut lebih ber-
peran dari faktor internal yaitu kebi-
jakan-kebijakan yang telah dibuat oleh
pemerintahan daerah
Sebaliknya, terpilihnya kepala
daerah petahana ternyata dapat me-
ngubah tingkat pengangguran terbuka
secara signifikan karena nilai signi-
fikansinya kurang dari 0,05. Pe-
ngalaman yang dimiliki kepala daerah
petahana ternyata memberikan per-
bedaan yang signifikan terhadap kon-
disi tingkat pengangguran terbuka su-
atu daerah dibandinngkan dengan se-
mangat dari kepala daerah baru yang
ternyata tidak memberikan perbedaan
yang signifikan terhadap kondisi ting-
kat pengangguran terbuka suatu da-
erah.
Terpilihnya kembali seorang ke-
pala daerah menunjukkan bahwa ma-
syarakat percaya terhadap seorang ke-
pala daerah dan dianggap sebagai re-
ward dari masyarakat sebagai akibat
dari kinerja baik dari seorang kepala
daerah yang membuat kondisi suatu
daerah menjadi kondusif sehingga
menciptakan citra baik di mata inves-
tor dan mempengaruhi investasi yang
akan masuk ke dalam suatu daerah.
Menurut Dumairy (1996) dan Jhingan
(1998), pengaruh pencitraan yang baik
dari suatu daerah dan meningkatnya
kualitas sumber daya manusia di suatu
daerah menentukan besarnya jumlah
investasi. Semakin besarnya investasi
yang masuk di suatu daerah akan me-
mbuat banyak lapangan pekerjaan se-
hingga pengangguran yang terdapat
dalam suatu daerah akan berkurang.
Hasil tersebut diperlihatkan dengan
menurunnya secara signifikan tingkat
pengangguran terbuka daerah yang di-
pimpin oleh petahana. Dengan per-
nyataan tersebut, keberhasilan kepala
daerah petahana dalam mengatasi ma-
salah pengangguran menunjukkan
bahwa keberhasilan tersebut lebih ber-
peran dari faktor eksternal yaitu faktor
modal yang dikeluarkan oleh peru-
sahaan-perusahaan yang menginvesta-
sikan uang kedalam suatu daerah.
Perbandingan Performa Ekonomi
Partai Politik Nasional dengan Par-
tai Politik Regional
Penelitian ini menggunakan be-
berapa variabel ekonomi yaitu per-
tumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat
pengangguran terbuka, tingkat kemis-
kinan dan tingkat ketimpangan untuk
mengukur kinerja kader partai politik
di provinsi.
1) Uji Hubungan Antar Variabel
Hasil dari analisis korelasi
pearson adalah :
Dari tabel 2 tersebut dapat
dijelaskan bahwa dari kelima va-
riabel tersebut, tidak ada ke-
terkaitan antara kelima variabel
tersebut pada tahun 2012 karena
tidak ada hubungan antar va-
riabel yang signifikansinya di
bawah 0,05. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa satu variabel
tidak dapat merepresentasikan
variabel lain sehingga penggu-
naaan lima variabel ini tepat di-
gunakan sebagai pengukur per-
forma ekonomi regional.
2) Hasil Tingkat Kepentingan Vari-
abel
Hasil di bawah merupakan
hasil jejak pendapat yang telah
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ditentukan tentang variabel ma-
nakah di antara pertumbuhan e-
konomi, inflasi, pengangguran,
tingkat kemiskinan dan tingkat
ketimpangan yang paling dipri-
oritaskan dalam menilai pereko-
nomian daerah ditunjukkan da-
lam tabel di bawah ini.
Hasil survei yang tersaji
pada tabel menunjukkan bahwa
rata-rata informan menganggap
masalah pengangguran adalah
masalah yang harus segera di-
atasi sehingga dapat dikatakan
bahwa suatu pemerintahan yang
berhasil mengurangi pengang-
guran sebesar-besarnya, maka a-
kan semakin bagus kinerja eko-
nomi yang dihasilkan oleh suatu
pemerintahan.
3) Analisis Data dan Pembahasan
Indeks Performa Ekonomi
Berikut adalah indeks per-
forma ekonomi yang dihasilkan
oleh 44 kader partai politik di
lingkup provinsi pada tahun
2010-2014.
Dapat dilihat bahwa di
antara 44 partai politik yang me-
ngikuti pemilu tahun 2009, tujuh
partai politik mempunyai nilai
indeks yang “tidak terindentifi-
kasi” karena ketujuh partai ter-
sebut tidak mempunyai wakil di
legislatif dan eksekutif tingkat
provinsi pada tahun 2010-2014.
Tabel tersebut juga menunjuk-
kan hanya tiga partai politik
yang mempunyai nilai indeks
positif sedangkan 34 partai poli-
tik lainnya mempunyai mempu-
nyai nilai indeks negatif.
Indeks paling rendah yang
diraih oleh Partai Aceh, Partai
Buruh dan Partai PDIP menun-
jukkan bahwa kader dari ketiga
partai politik tersebut kurang
bisa memanfaatkan besarnya ke-
kuasaan dalam lembaga ekseku-
tif dan legislatif yang diperoleh
untuk mengangkat performa e-
konomi di daerah masing-ma-
sing yang berhasil dikuasainya.
Banyaknya indeks partai
politik yang bernilai negatif me-
nunjukkan bahwa performa eko-
nomi yang dihasilkan oleh kader
partai politik di daerah yaitu da-
lam lingkup provinsi masih ku-
rang memuaskan dibandingkan
performa ekonomi kader partai
politik di lingkup nasional. Se-
hingga kinerja kader partai po-
litik di tingkat provinsi pada ta-
hun 2010-2014 dapat dikatakan
belum memuaskan dalam mem-
bangun kesejahteraan masyara-
kat di bidang ekonomi melalui
kebijakan yang dibuatnya.
Hasil penelitian ini didu-
kung dengan pernyataan dari
Wildanshah (2014) yang mengu-
tarakan bahwa “Peran partai-
partai politik nasional di ting-
katan lokal pada saat ini lebih
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mengurus kepentingan golo-
ngannya sendiri dan melakukan
manuver politik hanya untuk
jabatan dan pendapatan”. Per-
nyataan itu diperkuat dengan pe-
nelitian Syamsudin Haris di Ka-
bupaten Kupang dan Ende yang
menemukan praktik partai nasi-
onal di tingkatan lokal yang ga-
gal menjadi jembatan aspirasi
dan kepentingan rakyat, karena
kepentingan partai tidak lebih
dari kepentingan rakyat. Contoh-
nya adalah kader-kader yang
masuk ke lembaga DPRD cen-
derung membuat kebijakan yang
tidak relevan dengan kebutuhan
masyarakat. Kebijakan yang ti-
dak relevan bisa berujung de-
ngan adanya Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (KKN). Timbul-
nya KKN di daerah daerah ba-
nyak dikarenakan pengawasan
yang kurang maksimal terutama
dari Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK). Jarak yang jauh
membuat pengawasan tersebut
kurang maksimal sehingga ma-
sih terdapat celah bagi pelaku
untuk berbuat KKN. Hamid
(2013) mengutarakan bahwa
pendapat dan studi yang ada le-
bih cenderung berpandangan
bahwa korupsi justru memper-
lambat atau menurunkan per-
tumbuhan ekonomi dan menim-






1) Tidak ada perbedaan kinerja
antara kepala daerah petahana
dengan non petahana.
2) Kinerja partai politik di tingkat
provinsi pada tahun 2010-2014
belum memuaskan dalam mem-
bangun kesejahteraan masyara-
kat di bidang ekonomi melalui
kebijakan yang dibuatnya.
Kesimpulan Khusus
1) Variabel kemiskinan adalah va-
riabel yang tingkat perubahan-
nya paling signifikan ketika ter-
jadi pergantian kepala daerah
tingkat provinsi. Itu menyatakan
bahwa kepala daerah yang baru
terpilih berhasil dalam mengura-
ngi tingkat kemiskinan. Sedang-
kan variabel tingkat pengang-
guran terbuka adalah variabel
yang tingkat perubahannya pa-
ling signifikan ketika petahana
terpilih kembali menjadi kepala
daerah. Itu menyatakan bahwa
kepala daerah petahana berhasil
dalam mengurangi tingkat pe-
ngangguran terbuka dalam masa
kepemimpinan periode kedua.
2) Performa partai politik tingkat
provinsi terhadap performa eko-
nomi regional dikaterogikan ren-
dah karena hanya tiga partai
politik peserta pemilu tahun
2009 yang mempunyai nilai
performa ekonomi yang nilainya
mencapai angka positif (+).
3) Partai Aceh dan Partai Buruh
adalah partai politik yang mem-
punyai performa ekonomi paling
rendah dalam tingkat provinsi
sedangkan PPNU adalah partai
politik yang mempunyai perfor-
ma ekonomi paling tinggi dalam
tingkat provinsi.
4) Sebaliknya, jika seorang kepala
daerah dilantik sebelum bulan
Juli pada tahun tertentu, maka
kinerja ekonomi yang akan di-
hitung adalah kinerja ekonomi
pada tahun tersebut.
Saran
1) Diharapkan kepada kepala dae-
rah untuk lebih menggiatkan
program untuk memacu pertum-
buhan ekonomi, inflasi dan ting-
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kat ketimpangan. Program yang
dapat memacu pertumbuhan e-
konomi seperti kemudahan izin
usaha, pemberian kredit usaha.
Sedangkan program yang dapat
menekan inflasi seperti operasi
pasar di waktu yang tepat dan
program untuk menekan angka
ketimpangan dengan pemerataan
dan perbaikan insfrastrukur te-
rutama di daerah yang menjadi
sumber ketimpangan daerah.
2) Diharapkan untuk diadakan fit
and proper test bagi calon ke-
pala daerah dan calon wakil rak-
yat untuk lebih mematangkan
proses seleksi pencalonan kepala
daerah dan wakil rakyat.
3) Diharapkan untuk partai politik
agar lebih mengarahkan kader
sesuai dengan daerah asal karena
kader yang sesuai dengan daerah
asal mempunyai semangat keda-
erahannya yang tinggi dan lebih
mengerti situasi, kondisi dan
permasalahan daerah asalnya
yang menyebabkan potensi me-
ningkatnya kondisi ekonomi
jauh lebih besar. Saran ini ada
karena mengingat dalam pers-
pektif kinerja ekonomi menun-
jukkan indeks performa ekono-
mi partai politik tingkat provinsi
kebanyakan bernilai minus.
4) Kepada masyarakat agar dapat
memilih kepala daerah yang le-
bih terbukti dalam kinerja, bu-
kan berdasarkan latar belakang
partai politik ataupun fisik dan
diharapkan jangan melihat calon
kepala daerah tersebut dari sisi
petahana atau tidak, karena pada
dasarnya baik petahana maupun
tidak, berdasarkan hasil statistik
hasil kinerjanya secara keseluru-
han tidak berbeda.
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